
BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR    22     TAHUN   2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  17  ayat (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Pemberian  Tunjangan
Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia,  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
Pegawai   Non   Pegawai   Negeri   Sipil,   dan   Penerima   Pensiun   atau

Tunjangan,   perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati   Bone   Bolango
tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Hari
Raya  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun
Amggaran 2020;

:  1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan

Negara    yang    Bebas    dari    Korupsi,    Kolusi    dan    Nepotisme

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

2.   Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2000  tentang  Pembentukan
Provinsi Gorontalo  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2000    Nomor    258,    Tambahan    I.embaran    Negara    Republik
Indonesia  Nomor 3952);

3.   Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwato  di  Provinsi

Gorontalo  (I€mbaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor   26,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4269) ;

Menimbang

Men8in8at



4.    Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2003   tentang   Keuangan

Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003

Nomor   47,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4286) ;

5.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4355) ;

6.   Undang-Undang  Nomor   15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan     dan     Pertanggungjawaban      Keuangan     Negara

(I.embaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor  6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat  dan   Pemerintah   Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8.    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014

Nomor  244,   Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587),  sebagalmana telah  diubah  beberapa kali  terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun     2015    tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9.    Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang

Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan  Hari  Raya Tahun  2020  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil,
Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota  Kepolisian  Negara
Republik   Indonesia,   Pegawai   Non   Pegawal   Negeri   Sipil,   dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan;
11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  67  Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019

tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;



Memperhatikan  :1.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang

Pedoman   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   sebagaimana   telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Taliun
201 i ;

2.   Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor  43  Tahun  2019  tentang

Penjabaran     Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  BONE  BOLANGO  TENTANG  PETUNJUK  TEKNIS

PELAKSANAAN     PEMBERIAN     TUNJANGAN     HARI     RAYA     KEPADA

PEGAWAI    NEGERI    SIPIL    YANG    BERSUMBER    DARI    ANGGARAN

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  KABUPATEN  BONE  B0LANGO

TAHUN ANGGARAN 2020

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3.   Bupati, Waldl Bupati adalah Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati Bone

Bolango,

4.    Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga
negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai

pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  secara  tetap  oleh  Pejabat  Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

5.   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   selanjutnya   disebut
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

6.   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   selanjutnya  disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.    Hari Raya adalah Hari Raya ldul F`itri.

8.   Surat  Perintah  Membayar  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran    (PA/KPA)    atau    pejabat    lain    yang    ditunjuk    untuk
mencairkan   dana   yang   bersumber   dari   Dokumen   Pelaksanaan
Anggaran Satuan Ken.a Perangkat Daerah (DPA-SKPD).



9.   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbithan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB  11

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

(1)   PNS;

(2)  PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a.   PNS   yang   diperbantukan   pada   Instansi   Pemerintah   di   Luar

Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  gajinya  dibayarkan

pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
b.   Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau

8u8ur;
c.    Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
d.    CalonpNS.

(3)  PNS  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dan  ayat  (2)  meliputi PNS
dalam j abatan :
a.   administrator     atau     dalam    jabatan     yang     setara    jabatan

administrator;
b.   pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
c.    fungsional ahli madya;
d.   fungsional ahli muda;

e.   fungsional ahli pertama;
f.    fungsional mahir;

9.   fungsional terampil;
h.   fungsional pemula; dan
i.    pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :
a.   Bupati dan wakil Bupati;
b.   PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setarajabatan

pimpinan tin88i ;
c.   PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara

fungsional ahli utama;
d.   Anggota DPRD;

e.    PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan



f.    PNS  yang  ditugaskan  di  luar  instansi  pemerintah  baik  di  dalam
maupun  di  luar  negeri  yang  gajinya  dibayar  oleh  instansi  tempat

penugasannya.

BAB Ill

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

(1)  Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
sebesar penghasilan  1  (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya atau sebesar penghasilan pada bulan Maret.

(2)  Dalam hal penghasilan bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  belum dibayarkan  sebesar penghasilan yang seharusnya diterima
karena  berubahnya  penghasilan,  kepada  yang  bersan8kutan  tetap
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

( 1)  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1)  diberikan
kepada PNS, paling banyak meliputi :

a.   gaji pokok;

b.   tunjangan keluarga; dan
c.   tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2)  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  diberikan
bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau

gugur  atau  penerima  gaji  dari  PNS  yang  dinyatakan  hilang  yaitu
sebesar penghasilan  1  (satu)  bulan  gaji  terusan  pada  2  (dua)  bulan
sebelum  Hari  Raya atau  sebesar penghasilan  pada bulan  Maret dan
anggarannya  dibebankan  pada  instansi  atau  lembaga  tempat  PNS
bekelja.

(3)  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1)  diberikan
bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

a.   800/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b.   tunjangan keluanga; dan
c.   tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4)  Besaran  penghasilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
tidak   termsuk  jenis   tunjangan   kineq.a,   tambahan   penghasilan

pegawai, insentif kinelja, insentif kelja, tunjangan bahaya, tunjangan
resiko,  tunjangan  pengamanan,  tunjangan  profesi  atau  tunjangan
khusus  guru  dan  dosen  atau  tunjangan  kehormatan,   tanbahan

penghasilan   bagi   guru   PNS,   insentif   khusus,   tunjangan   selisih
penghasilan,  tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain



yang  sejenis  dengan  tunjangan  kompensasi atau  tunjangan  bahaya
serta  tunjangan  atau   insentif  yang  ditetapkan  dengan  peraturan

perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/ lembaga.

Pasal 6

(1)  Dalam hal PNS menerima lebih dari 1  (satu) penghasilan sebagalmana
dimkasud dalam Pasal 4 ayat ( 1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan
salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2)  Dalam  hal  PNS  menerima  lebih  dari  1  (satu)  Tunjangan  Hari  Raya
maka  kelebihan  pembayaran  tersebut  merupakan  utang  dan  wajib
mengembalihan  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
(3)  Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau

penerima  Tunjangan  janda/duda  maka  diberikan  Tunjangan  Hari
Raya sekaligus  Tunjangan  Hari  Raya penerima  Pensiun janda/duda
atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 7

(1)  Besaran  Penghasilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
(2)  Penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  pajak

penghasilan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB Ill

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

(1)  Tunjarigan    Hari    Raya    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    2
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kelja sebelum tanggal Hari
Raya.

(2)  Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum  dapat  dibayarkan,  Tunjangan  Hari  Raya  dapat  dibayarkan
setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9
Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dibebankan    pada    Dokumen    Pelaksanaan    Anggaran    Satuan    Kezja
Perangkat Daerch (DPA SKPD) .



Pasal 10

(1)  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran   mengajukan   SPM
Tunjangan   Hari   Raya  kepada   Badan   Keuangan   dan   Pendapatan
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2)  SPM  Tunjangan   Hari  Raya   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)
dibuat  tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(3)  Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan
untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan
Hari Raya.

Pasal  1 1

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ,
SPM  dan  SP2D  Tunjangan  Hari  Raya  Tahun  2020  diatur  mengikuti
ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar    setiap    orang    mengetahui,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan Bupati   ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Diundangkan di Suwawa
padatanggal      12      Mei 2020

Ditetapkan di Suwawa

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR      22



Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OBJEK

Suwawa,         Mei 2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PBRATURAN BUPATI BONE BOLANGO

: PERATURAN    BUPATI    BONE    BOLANGO    TENTANG    PETUNJUK

TEKNIS    PELAKSANAAN    PEMBERIAN    TUNJANGAN    HARI    RAYA

KEPADA    PEGAWAI    NEGERI    SIPIL    YANG    BERSUMBER    DARI

ANGGARAN   PENDAPATAN   DAN   BELANJA  DAERAH   KABUPATEN

BONE BOLANG0 TAHUN ANGGARAN 2020

PENGELOLA   : BADAN KEUANCIAN DAN PENDAPATAN DAERAII

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan   dan  Tanda  Tangan   Atas   Peraturan   Bupati
Bone Bolango



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANG0
BADAN KEUANGAN DAN  PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J.  Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435 -8591466

Kepada Yth

Dari

Nomor

Tanggal

Perihal

TELAAHAN STAF
Bupati Bone Bolango

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango

900/BKP D-BBrv/            /2020

12   Mei   2020

Permohonan   Peraturan   Bupati   tentang   Petunjuk   Teknis   Pelaksanaan
Pemberian   Tunjangan   Hari   Raya   Kepada   Pegawai   Negeri   Sipil   yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2020

I.       Dasar                 :     1.  Peraturan  pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019 tentang  pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019  Nomor 42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322);

2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Pemberian
Tunjangan  Hari  Raya  Tahun  2020  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil,
Prajurit  Tentara   Nasional   Indonesia,   Anggota  Kepolisian   Negara
Republik   Indonesia,    Pegawai   Non   Pegawai   Negeri   Sipil,   dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan;

3.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor 7 Tahun  2019
tentang  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

11.     Pertimbangan:     1.  Bahwa   sebagaimana   Pasal   17   ayat   (2)   Peraturan   Pemerintah
Nomor   24   Tahun    2020,    dijelaskan    bahwa   teknis    pemben.an

Demikian  t
Bapak ka

njangan  hari  raya  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja diatur dengan peraturan kepala daerah;

ngan  hal  sebagaimana  dimaksud  angka   1,   periu
menetapkan   Peraturan   Bupati   Bone   Bolango   tentang

unjuk  Teknis   Pelaksanaan   Pemberian  Tunjangan   Hari   Raya
kepada   Pegawai   Negeri   Sipil   yang   bersumber   dari   Anggaran

atan    dan    Belanja    Kabupaten    Bone    Bolango    Tahun
an 2020.

n  dengan   hal-hal  di  atas,   mohon   kiranya   Bapak  Bupati
imbangkan permohonan dimaksud.

i  kami  ajukan  dan  mohon  petunjuk  lebih  lanjut,  atas  perkenan
ucapkan terima kasili.



PEMERINTAH IIABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan a J.  Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telpifax. 0435 -8591466

Kepada Yth
Dart

TELAAHAN STAF

Bupati Bone Botango
Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango

Nomor                :   900/BKPD-BBrv/           /2020
Tanggal              :   13   Mei   2020
Perihal                :  Permohonan  Pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  kepada  PNS  Kabupaten

Bone Bolango TA 2020

I.      Dasar                 :     1.  Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor  43  Tahun  2019  tentang
Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

2.  Peraturan   Bupati  Bone  Bolango  Nomor  22  Tahun  2020  tentang
Petunjuk  Teknis   Pelaksanaan   Pemberian  Tunjangan   Hari   Raya
kepada   Pegawai   Negeri   Sipil   yang   bersumber   dari   Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Kabupaten    Bone    Bolango    Tahun
Anggaran 2020;

11.     Pertimbangan:     1.  Bahwa   sebagaimana   Pasal   8   ayat   (1)   Peraturan   Bupati   Bone
Bolango  Nomor 22  Tahun  2020 dijelaskan  bahwa,  Tunjangan  Hari
Raya  kepada  PNS  dibayarkan  paling  cepat  10  (sepuluh)  hari  kerja
sebelum tanggal Hari Raya atau tanggal  14 Mei 2020;

2.  Bahwa  anggaran   untuk  merealisasikan   pembayaran   pemberian
Tunjangan    Hari    Raya    kepada    PNS    TA   2020    di    lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah tersedia anggarannya
dalam  APBD  TA  2020  dan  untuk  pembayarannya  kiranya  dapat
dilakukan  pada Minggu ke-ll  bulan Mej 2020;

Ill.    Saran                 :     Sehubungan  dengan  hal-hal  di  alas,   mohon  kiranya   Bapak  Bupati
untuk mempertimbangkan pemohonan dimaksud.

Demikian  telaahan  staf  ini  kami  ajukan  dan  mohon  petunjuk  lebih  lanjut.  atas  perkenan
Bapak kami ucapkan ten.rna kasih.
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